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Abstract: This paper is an analysis of the decision of the 
Constitutional Court Number 19/PUU-VI/2008 on 
jucicial review of Law No. 7 Year 1989 About the 
Religious Courts. In the conclusion, that: The 
Constitutional Court can not fulfill what the will of the 
applicant for Religious Courts Law is not against the law, 
in addition to the Constitutional Court to act as a 
negative legislator, not positive legislator who could add 
to the formulation of Islamic criminal law into law 
Religious Courts. Furthermore, based on the study of fiqh 
siyasah Constitutional Court Decision No. 19/PUU-
VI/2008, that the provisions of article 49 paragraph (1) 
of the Law of Religious Courts did not reduce the 
applicant's rights and freedom of religion and to worship 
according religion. That Islamic law is not just 
symbolism moral teaching that is carried out ritual alone 
but is the teaching that should be applied in human life. 
 
Abstrak: Tulisan ini merupakan analisa terhadap 
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 
tentang Uji Materiil Undang-undang No. 7 Tahun 1989 
Tentang Peradilan Agama. Dalam kesimpulannya 
dikemukakan bahwa: Putusan Mahkamah Konstitusi 
tidak dapat memenuhi apa yang menjadi kehendak si 
pemohon karena Undang-Undang Peradilan Agama 
tidaklah bertentangan dengan undang-undang, selain itu 
Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai negatif 
legislator, bukan positif legislator yang bisa menambah 
rumusan hukum pidana Islam ke dalam Undang-Undang 
Peradilan Agama. Selanjutnya, berdasarkan kajian fiqh 
siyasah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-
VI/2008 Bahwa ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-
undang Peradilan Agama sama sekali tidak mengurangi 
hak dan kebebasan pemohon untuk memeluk agama dan 
beribadat menurut agamanya. Bahwa syariat Islam 
bukan hanya simbolisme ajaran moral yang dilaksanakan 
secara ritual saja tetapi merupakan ajaran yang mesti 
diaplikasikan dalam kehidupan manusia. 
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Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas 
hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan 
belaka (machtsstaat).1 Pancasila harus diangkat sebagai 
dasar pokok dan sumber hukum, maka negara hukum 
Indonesia dapat pula dinamakan negara hukum pancasila. 
Salah satu pokok dalam negara hukum Pancasila ialah 
adanya jaminan terhadap freedom of religion atau 
kebebasan beragama.2 Ini sejalan dengan apa yang telah 
diamanatkan oleh UUD NRI 1945 bahwa negara telah 
menjamin kemerdekaan warga negara untuk memeluk 
dan menjalankan ibadah agama masing-masing.3 
Lebih dari itu, Indonesia juga dikenal sebagai 
negara muslim terbesar di dunia, namun uniknya 
Indonesia bukanlah sebuah negara Islam.4 Meskipun 
demikian, masyarakat muslim Indonesia sudah memiliki 
dasar yang kuat untuk memberlakukan ketentuan hukum 
perdata Islam di tengah masyarakatnya. Kedudukan 
hukum Islam dalam bidang keperdataan telah terjalin 
secara luas dalam hukum positif, baik hal itu sebagai 
unsur yang mempengaruhi atau sebagai modifikasi norma 
agama yang dirumuskan dalam peraturan perundang-
undangan ataupun yang tercakup dalam lingkup 
substansial dari Undang-Undang Peradilan Agama.5 
                                                        
1 Muhammmad Tahir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Prenada 
Media, 2003), h. 91. 
2 Ibid., h. 93. 
3 Lihat pasal 28E ayat (1). Pasal 28I ayat (1), pasal 29 (2) UUD 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
4 A. Ubaydillah, Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education), 
(Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2008), h. 97. 
5 A. Malik Fajar, ”Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi, Analisis 
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Peradilan Agama merupakan salah satu dari empat 
lingkungan peradilan yang berwenang menegakkan 
hukum dan keadilan yang ruang lingkup dan batas 
kompetensinya telah ditentukan oleh Undang-Undang.6 
Maka dari itu Peradilan Agama sebagai lembaga pencari 
keadilan bagi yang beragama Islam mengenai perkara 
tertentu sebagai dimaksud dalam Undang-Undang No. 7 
Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang 
Peradilan Agama.7 
Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan 
mahkamah konstitusi nomor 19/PUU-VI/2006 tanggal 13 
Agustus 2008 atas penguji undang-undang nomor 7 tahun 
1989 tentang peradilan agama. Pemohon Suryani 
berinisiatif untuk menjadikan hukum pidana Islam 
kedalam hukum positif adalah dengan mengajukan 
permohonan judicial review terhadap pasal 49 ayat (1) UU 
Peradilan Agama kepada Mahkamah Konstitusi. 
 
B. Fikih Siyasah  
Secara terminologis, Abdul Wahhab Khallaf 
mendefinisikan bahwa siyasah adalah pengaturan 
perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara 
ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. 
Sedangkan kata “dusturi” berasal dari bahasa Persia. 
Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, 
baik dalam bidang politik maupun agama.8 
Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang 
membahas masalah undang-undang dasar suatu negara. 
Isinya antara lain membahas bentuk pemerintahan, 
                                                                                                                       
Jaenal Aripin, ed., Pidana Islam di Indonesia: Peluang Prospek dan 
Tantangan, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 15. 
6 Lihat Pasal 25 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman. 
7 Lihat Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No 3 tahun 2006 
tentang Peradilan Agama. 
8 Muhammad Iqbal, Fikih Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik 
Islam, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), h. 4. 
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lembaga-lembaga negara, dan hak serta kewajiban warga 
negara.9  
Keberadaan suatu lembaga peradilan (al-qad}a >’) 
memiliki landasan yang kuat dalam Islam. Dasar 
disyariatkannya lembaga peradilan (al-qad}a >’) dalam 
Islam adalah firman Allah dalam QS. Shad: 26, yag artinya: 
“Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah 
(penguasa) dimuka bumi, Maka berilah Keputusan 
(perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah 
kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan 
kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang 
sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, 
Karena mereka melupakan hari perhitungan”. 
 
C. Lembaga Peradilan dalam Islam  
1. Peradilan Masa Rasulullah 
Pada masa awal kekuasaan Islam, kekuasaan 
peradilan masih dipegang oleh Rasulullah SAW. Beliau 
sendiri yang melaksanakan fungsi sebagai hakim atas 
berbagai persoalan dan sebagai pemimpin umat. Setelah 
Islam mulai berkembang dan kekuasaan Islam makin 
melebar, Rasulullah mulai mengangkat sahabat-
sahabatnya untuk menjalankan kekuasaan di bidang 
peradilan di berbagai tempat. Di antara sahabat tersebut 
adalah Muadz Bin Jabal ra, yang ditunjuk menjalankan 
kekuasaan pemerintahan dan peradilan di Yaman, dan 
Atab Bin Asid yang menjadi hakim di Mekah.10 
Rasulullah memutuskan perkara berdasarkan 
wahyu yang diturunkan oleh Allah kepadanya. Para 
penggugat dan tergugat hadir di hadapan Nabi, maka 
beliaupun mendengar keterangan para pihak yang sedang 
berperkara. Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah 
                                                        
9 Mujar Ibnu Syarif dan Kamami Zada, Fiqh Siyasah Doktrin dan 
Pemikiran Politik Islam, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 17. 
10 Asadulloh Al Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, ( 
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menizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai 
dengan ketetapan Allah, sunah Rasul, ijtihad atau qiyas. 
Pedoman ini jelas kita peroleh dalam hadis Mu’adz Ibn 
Jabal di waktu beliau diangkat menjadi gubernur dan 
hakim di Yaman. Sesudah Islam mulai tersebar, Rasulullah 
menizinkan para sahabat memutuskan perkara sesuai 
dengan ketetapan Allah, sunah Rasul, ijtihad atau qiyas. 
Pedoman ini jelas kita peroleh dalam hadis Mu’adz Ibn 
Jabal di waktu beliau diangkat menjadi gubernur dan 
hakim di Yaman.11 
Menurut Dr. Athiyah Musthafa musyrifah, 
sebagaimana yang dikutip oleh Asadulloh Al Faruq, ciri 
khas peradilan pada masa Rasulullah SAW setidaknya ada 
lima yaitu: 
a. Tidak ada pemisahan kekuasaan di bidang peradilan 
dengan kekuasaan di bidang lain, ini disimpulkan dari 
perkataan Ali, "kalau kamu telah menerima 
(keputusan itu) maka laksanakanlah, tetapi kalau 
kamu tidak mau menerimanya, maka aku cegah 
sebagian kamu dari sebagian yang lain (berbuat 
sesuatu), dan seterusnya". 
b. Kekuasaan di bidang peradilan menyatu dengan 
kekuasaan di bidang fatwa. 
c. Hakim memiliki kemerdekaan dalam menetapkan 
hukum atas perkara yang dihadapkan kepadanya. 
d. Rasulullah SAW mendelegasikan kekuasaan di bidang 
peradilan kepada sahabat yang memiliki kemampuan 
secara cepat, tepat dan memiliki kejujuran untuk 
menyelesaikan persoalan yang dihadapkan 
kepadanya.  
e. Belum terdapat lembaga pemasyarakatan (penjara) 
sebagaimana yang dikenal di masa sekarang.12 
 
                                                        
11 Muhammad  Sallam  Madzkur,  Peradilan Dalam Islam, 
(Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), h. 26. 
12 Asadulloh Al Faruq, Hukum Acara Peradilan Islam, h. 5. 
Uji Materiil Undang-undang Peradilan Agama 
 
 
Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016 
152 
2. Peradilan Masa Khulafa al-Rasyidin 
Adapun yang dimaksud dengan al-khulafa >’ al-
ra >shidu >n merupakan padanan kata khulafa’ berasal yang 
berarti pengganti. Sedangkan ra >shidu >n berarti yang 
mendapatkan petunjuk. Jadi al-khulafa >’ al-ra >shidu >n adalah 
khalifah-kahlifah (pengganti-pengganti) Rasulullah SAW 
yang berarti mendapat bimbingan yang benar, karena 
mereka melakasanakan tugas sebagai pengganti 
Rasulullah SAW menjadi kepala negara Madinah dan 
sebagai pembantu rakyat dan wakil pelaksana mereka 
dalam mengelola negara.13 
Dalam hal ini, khalifah bertindak sebagai pengganti 
Rasulullah mempunyai dua tugas utama, yaitu: 
a. Mensyiarkan agama Islam dan menjaga dari 
penyelewengan. 
b. Mengantur segala aspek kehidupan kaum Muslimin.14 
 
3. Peradilan Masa Dinasti Umayah 
Pada zaman Dinasti Umayah, al-qad }a >’ dikenal 
dengan al-niz }a >m al-qad }a >iy (organisasi kehakiman), 
dimana kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari 
kekuasaan politik. ada dua ciri khas peradilan pada masa 
Bani Umayah, yaitu: 
a. Hakim memutuskan perkara menurut hasil ijtihadnya 
sendiri, dalam hal-halyang tidak ada nas }s } atau ijma’. 
Ketika itu mazhab belum lahir dan belum menjadi 
pengikat bagi putusan-putusan hakim. Para hakim 
pada masa itu berpedoman kepada Al-Qur’an dan As-
Sunnah. 
b. Lembaga peradilan pada masa itu belum dipengaruhi 
oleh penguasa. Hakim-hakim pada masa itu 
mempunyai hak otonom yang sempurna, tidak 
                                                        
13 Taufiqurrahman, Sejarah Politik Umat Islam, (Jakarta: Pustaka 
Islamika, 2003), h. 60. 
14 Wahyudin, Yahya dan Ahmad Jelani, Sejarah Islam, (Malaysia: 




Al-Qānūn, Vol. 19, No. 1, Juni 2016 
153 
dipengaruhi oleh keinginan-keinginan penguasa. 
Putusan-putusan mereka tidak saja berlaku atas 
rakyat biasa, bahkan juga berlaku atas penguasa-
penguasa sendiri. Dari sudut yang lain, Khalifah selalu 
mengawasi gerak-gerik hakim dan mencatat yang 
menyeleweng dari garis-garis yang sudah 
ditentukan.15 
Hukuman yang biasanya diputuskan dalam 
pengadilan pada masa ini adalah dalam bentuk denda, 
skorsing, penjara, pemotongan anggota tubuh dan dalam 
beberapa kasus khusus seperti bid’ah dan murtad 
hukuman mati menjadi hukuman final. 
Adapun instansi dan tugas kekuasaan kehakiman 
dimasa Bani Umayah ini dapat dikategorikan menjadi tiga 
badan, yaitu: 
a. Al-qad}a >’. 
b. Al-h }isbah. 
c. Al-nad}ar fi al-maz }a >lim.16 
 
4. Peradilan Masa Bani Abbasiyah 
Secara umum kewenangan badan-badan peradilan 
yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung sebagai 
kekuasaan yudikatif adalah: 
a. Al-qad }a >’ 
b. Al-h }isbah 
c. Al-maz }a >lim 
d. Al-mah }kamah al-‘ashkariyyah..17 
Perubahan lain yang terjadi pada masa Daulah 
Abbasiyah adalah para hakim tidak lagi berijtihad dalam 
memutuskan perkara, tetapi mereka berpedoman pada 
                                                        
15 Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Peradilan dan 
Hukum Acara Islam, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997),  h. 20. 
16 Alaidin Koto, Sejarah Peradilan Islam, (Jakarta: PT. Grafindo, 
2011), h. 80. 
17 Ibid., h. 130. 
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kitab-kitab mazhab yang empat atau mazhab lainnya 
sebagai berikut: 
a. Di >wa >n qa >d }i al-qud }a >h. 
b. Qud }a >h al-‘aqa >ly. 
c. Qud }a >h al-amsa >r. 
d. Al-s }ult }a >h al-qad }a >iyyah.18 
Perbedaan masa Abbasiyah dengan masa 
sebelumnya adalah ketika masa al-Khulafa >’ al-Ra >shidu >n 
dan masa Ummayah mereka memegang kekuasaan 
Yudikatif dan ekskutif, maka pada masa ini khalifah tidak 
lagi terlibat dalam urusan peradilan..19 
 
5. Peradilan Masa Bani Usmaniyah  
Dengan hancurnya kerajaan Bani Abbasiyah, 
kerajaan Islam pada waktu itu juga ikut hancur. Karena 
kerajaan Bani Abbasiyah merupakan salah satu kerajaan 
Islam besar yang menjadi tumpuan di dunia. Setelah 
peristiwa tersebut, muncul Kesultanan Usmaniyah yang 
dapat menunnjukkan kembali kegagah-perkasaan dunia 
Islam. Kesultanan Usmaniyah berhasil dengan 
gemilang menyambungkan kembali usaha dan kemegahan 
masa pemerintahan Islam sebelumnya. Kerajaan ini 
mempertahankan kemegahannya sampai abad ke-20 , baik 
secara Ofensif di masa jayanya maupun secara defensif di 
masa menurun.20 
Adapun bentuk peradilan yang terdapat pada masa 
Turki Usmani adalah sebagai berikut: 
a. Peradilan shar’iy.  
b. Peradilan campuran.  
c. Peradilan ahly (Adat).  
d. Peradilan milly. 
                                                        
18 Ibid., h. 123. 
19 Ibid., h. 124. 
20 C. E Bosworth, Dinasti-dinasti Islam, (Bandung: Mizan, 1980), 
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e. Peradilan quns }uliyyah.21 
Tidak hanya itu, peradilan yang terdapat dalam 
pemerintahan Usmaniyah yang terlalu toleran terhadap 
orang-orang yang non-Islam dan melampaui batas-batas 
yang telah ditetapkan oleh Fuqaha.22 
 
6. Kewenangan dan Otoritas Peradilan Islam 
Semua lembaga pengadilan  di Indonesia memiliki 
kewenangan dan otoritas masing-masing sesuai dengan 
aturan Undang-Undang kekuasaan kehakiman. Peradilan 
agama memiliki kewenangan memproses perkara dan 
memberikan keadilan kepada orang Islam yang berpekara 
berdasarkan pertimbangan hukum Islam yang berlaku. 
Secara hirarkis penyelesaian perkara di peradilan agama 
dilksanakan melalui dua (2) lembaga yaitu pengadilan 
agama dan pengadilan tinggi agama. Dasar kewenangan 
dan otoritas pengadilan agama di dasarkan pada UU 
Nomor 7 Tahun 1989 dan UU Nomor 3 Tahun 2006. 
Berdasarkan aturan di dalam 2 UU tersebut dapat 
disimpulkan bahwa pengadilan agama 
memiliki kompensasi absolute sebagai pengadilan perdata 
bagi umat Islam yaitu perkara kewenagannya perkara 
khusus. Perluasan kewenangan absolute pengadilan 
agama tidak dapat dipisahkan dari asas personalitas yang 
menjadi cirri khas dan juga perkembangan implementasi 
hukum Islam di Indonesia. Sejak masa reformasi bergulir 
keinginan umat Islam untuk menegakkan hukum Islam 
dalam berbagai Islam mulai terlihat misalnya system 
ekonomi Islam yang menjadi alternative terbaik bagi 
system perekonomian dunia.23 
 
                                                        
21 Oyo Sunaryo Mukhlas, Perkembangan Peradilan Islam, 
(Bandung: Ghalia Indonesia, 2012), h. 51. 
22 Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, Peradilan dan 
Hukum Acara Islam, h. 28. 
23 Ibid., h. 252. 
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D. Kompetensi Peradilan Agama 
1. Kompetensi Absolut Peradilan Agama 
Kekuasaan Mutlak Peradilan Agama dilingkungan 
Peradilan Agama terdapat dua tingkat Pengadilan, yaitu 
Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat pertama 
dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan Tingkat 
Banding.24 
Kewenangan absolut (absolute competentie) adalah 
kekuasaan peradilan yang berhubungan dengan jenis 
perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan, 
dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis 
pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya kekuasaan 
pengadilan dilingkungan peradilan agama adalah 
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata 
tertentu dikalangan golongan rakyat tertentu, yaitu orang-
orang yang beragama Islam.25 
Wewenang (kompetensi) Peradilan Agama diatur 
dalam pasal 49 sampai dengan pasal 53 UU No. 7 Tahun 
1989 tetang Peradilan Agama. Wewnang tersebut terdiri 
atas wewenang relatif dan wewenang absolut. Wewenang 
relatif Peradilan Agama merujuk pada pasal 118 HIR atau 
pasal 142 RB.g. jo. Pasal 66 dan pasal 73 UU No. 7 Tahun 
1989 tentang Peradilan Agama, sedangkan wewenang 
absolute berdasarkan pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989.26 
Menurut M. Yahya harahap ada lima tugas dan 
kewenangan yang terdapat dilingkungan Peradilan Agama, 
yaitu: 
a. Fungsi kewenangan mengadili. 
b. Memberi keterangan, pertimbangan. 
c. Kewenangan lain berdasarkan undang-undang. 
                                                        
24 Ibid., h. 134. 
25 Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Gema 
Insani Press, 1996), h. 11. 
26 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Perdata 
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d. Kewenangan pengadilan tinggi agama mengadili 
perkara dalam tingkat banding dan mengadili 
sengketa kompetensi relatif. 
e. Serta bertugas mengawasi jalannya peradilan.27 
 
2. Kompetensi Relatif Peradilan Agama  
Dalam pasal 54 UU NO. 7 tahun 1989 ditentukan 
bahwa acara yang berlaku pada lingkungan peradilan 
agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada 
lingkungan peradilan umum. Oleh karena itu, landasan 
untuk menentukan kewenangan relatif pengadilan agama 
merujuk kepada ketentuan pasal 118 HIR atau pasal 142 
R. Bg.jo. pasal 66 dan pasal 73 UU No. Tahun 1989. 
Penentuan kompetensi relatif ini bertitik tolak dari aturan 
yang menetapkan kepengadilan agama mana gugatan 
memenuhi syarat formal. Pasal 118 ayat (1) HIR. 
Menganut asas bahwa yang berwewenang adalah 
pengadilan ditempat kediaman tergugat. Asas ini dalam 
bahasa latin disebut “actor sequitur forum rei” namun ada 
beberapa pengecualian yaitu yang tercantum dalam pasal 
118 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), yaitu” 
a. Apabila tergugat lebih dari satu, maka gugatan 
diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kediaman salah seorang dari 
tergugat. 
b. Apabila ada tempat tinggal tergugat tidak diketahui, 
maka gugatan diajukan kepada pengadilan ditempat 
tinggal penggugat. 
c. Apabila gugatan mengenai benda tidah bergerak, 
maka gugtan diajukan kepada peradilan diwilayah 
hukum dimana barang tersebut terletak. 
 
E. Putusan MA tentang Peradilan Agama 
1. Profil Singkat Mahkamah Konstitusi 
                                                        
27 Ibid., h. 135. 
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Indonesia adalah negara hukum, yang menghendaki 
segala tindakan atau perbuatan penguasa mepunyai dasar 
hukum yang jelas atau ada legalitasnya, baik berdasarkan 
hukum tertulis maupun yang tidak tertulis.28 
Seperti dikatakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa 
keberadaan Mahkamah Konstitusi bagi suatu negara 
umumnya merupakan negara-negara yang pernah 
mengalami krisis konstitusional dan baru keluar dari 
sistem pemerintahan otoriter.29 
Mahkamah Konstitusi adalah menguji UU terhadap 
UUD NKRI 1945, memutus sengketa hasil pemilu dan 
memutus pembubaran parpol. Sedangkan kewajiban 
Mahkamah Konstitusi adalah memutus pendapat atau 
dakwaan (impeachment) DPR bahwa presiden/wakil 
presiden telah melanggar hal-hal tertentu di dalam UUD 
NKRI 1945 atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai 
presiden.30 
 
2. Kedudukan dan Susunan Mahkamah Konstitusi  
Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga 
negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan secara bebas dari 
pengaruh kekuasaan lembaga lainnya.31 
Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan 
wewenangnya, Mahkamah Konstitusi dibantu oleh 
Sekretariat Jendral dan kepaniteraan. Ketentuan mengenai 
organisasi, fungsi, tugas, dan wewenang sekretarian 
jendral dan Kepaniteraan Mahkmah Konstitusi diatur 
                                                        
28 Arief Budiman, Teori Negara: Negara Kekuasaan dan Ediologi, 
(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 1. 
29 Achmad Sukarti, “Kedudukan dan Kewenangan MK Ditinjau 
dari Konsep Demokrasi Konstitusional Studi Perbandingan di Tiga 
Negara”, Equality Vol. 11 No. 1, Februari 2006, h. 42. 
30 Lihat Pasal 10 ayat (1) ayat (3) UU No. 24 tahun 2003 jo. UU 
No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. 
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lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Sedangkan 
anggaran Mahkamah Konstitusi dibebankan pada mata 
anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN).32 
 
3. Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
19/PUU-VI/2008 
Sehubungan dengan sidang pembacaan putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 tanggal 13 
Agustus 2008 atas penguji Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pemohon: Suryani 
Materi pasal yang di uji: Pasal 49 ayal (1) peradilan 
agama bertugas dan berwewenang memeriksa, memutus, 
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara 
orang-orang yang beragama Islam. Dianggap oleh 
pemohon bertentangan dengan pasal 28E ayat (1) pasal 
28I ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 29 ayat (1) dan ayat 
(2) UUD 1945. 
Menyatakan Permohonan Pemohon Ditolak. 
Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi antara lain: 
 Bahwa antara posita dan petitum Pemohon 
menunjukkkan ketidaksesuaian. Pemohon dalam 
petitumnya meminta pencabutan pasal 49 ayat (1) UU 
Peradilan Agama tentang kompetensi absolute 
Peradilan Agama, sedangkan didalam positanya 
meminta penambahan wewenang agar cakupan dan 
lingkup kompetensi diperluas mencakup hukum Islam 
yang lain termasuk hukum pidana jinayah. 
 Bahwa ketentuan pasal 49 ayat (1) UU Peradilan 
Agama sama sekali tidak mengurangi hak dan 
kebebasan Pemohon untuk memeluk agama dan 
                                                        
32 Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia: Upaya Membangun Kesadaran dan Pemahaman 
Kepada Publik Akan Hak-hak Konstitusioanal yang Dapat 
Diperjuangkan dan Dipertahankan Melalui Mahkamah Konstitusi, 
(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 13. 
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beribadat menurut agamanya sebagaimana dijamin 
dalam Pasal 28E, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) 
dan (2), serta Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, sehingga 
dalil Pemohon tersebut tidak relevan untuk 
dipertimbangkan lebih lanjut. 
 
F. Uji Materiil Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 
tentang Peradilan Agama 
Meskipun hukum pidana Islam yang berlaku di 
Indonesia sampai saat ini ialah hukum pidana yang 
bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP) peninggalan Belanda, namun hukum pidana Islam 
masih terus diwacanakan oleh sebagian masyarakat 
Indonesia. Dari uraian diatas sudah menjelaskan sedikit 
besarnya penjelasan tentang menambahkan wewenang 
hukum pidana Islam kedalam Pengadilan Agama 
bahwasanya harus melaui proses seleksi yang sangat 
panjang melalui politik-politik di Indonesia. 
Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku 
kekuasaan kehakiman di Indonesia telah menjalani 
sejarah panjang yang berliku untuk pada eksistensi, 
setatus dan kedudukannya yang begitu kuat sampai 
sekarang ini.33 
Peradilan Agama mengalami pasang surut dalam 
perkembangannya. Berbicara mengenai perkembangan 
Peradilan Agama di Indonesia ada empat aspek penting 
yang berkaitan dengan perkembangan tersebut, antara 
lain: 
1. Berkenaan dengan kedudukan peradilan dalam 
tatanan hukumdan peradilan nasional. 
2. Berkaitan dengan susunan badan peradilan, yang 
mencakup hierarkidan sturktur organisasi pengadilan 
termasuk komponen sumber daya manusia di 
dalamnya. 
                                                        
33 Basiq Djalil, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 
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3. Berkenaan dengan kewenangan pengadilan baik 
kewenangan mutlak (absolute competency) maupun 
kekuasaan relatif (relative competency). 
4. Berkenaan dengan hukum acara yang dijadikan 
landasan dalam menerima, memeriksa, memutus dan 
menyelesaikan perkara.34 
Yang kemudian diperkuat dengan penjelasannya 
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3400 (Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 
Tahun 1989 tentang Peradila Agama Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49) yang 
kemudian diubah oleh Tambahan lembaran Negara 
Republik Indonesia nomor 4611 (Penjelasan atas Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahn atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradila 
Agama) yang menyatakan bahwa: 
“Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan 
pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 
penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari 
keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang 
beragana Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, 
wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah” 
Bahwa setelah Pemohon mempelajari UU tentang 
Peradilan Agama dengan seksama, selain menemukan 
kejanggalan-kejanggalan pada pasal 49 ayat (1) Pemohon 
juga sebenarnya menemukan kejanggaln-kejanggalan 
pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang kemudian 
diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 
tentang Peradilan Agama. 
Sebagai sebuah fakta yang terjadi pada masyarakat 
yang telah menerima Islam semua orang Islam akan terus 
menjalankan syari’at Islam berdasarkan akidah yang 
dianutnya. Akan sangat sulit memisahkan masyarakat 
                                                        
34 Ibid., h. 102. 
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Islam dengan syari’atnya yang menjadi tuntutan hukum 
dan moral dalam kehidupannya. Pada masyarakat 
Indonesia yang keislamannya yang dianut oleh fanatisme 
ajaran atau ketokohannya, akan selalu mempertahankan 
syariat dan akidahnya sampai mati dari gambaran 
tersebut terlihat bahwa hukum islam tidak dapat 
dilepaskan dari agama Islam dan tidak dapat di pisahkan 
dari masyarakat Islam.35 
Seiring adanya perubahan orientasi politik, Belanda 
mulai melakukan penyempitan ruang gerak serta 
perkembangan hukum Islam. Di sisi lain, Belanda 
memberikan keleluasaan kepada adat kebiasaan dan 
membenturkannya dengan hukum Islam. Pemerintah 
Belanda berusaha meminggirkan peranaan hukum Islam 
dari kehidupan masyarakat dan mendukung adat setiap 
kali setiap terjadi pertentangan hukum.36 
Inilah yang disebut sebagai periode penerimaan 
hukum Islam oleh adat yang disebut Theorie Receptie yang 
dikemukakan oleh Van Valennhoven dan Snouck Hurgronje 
teori ini menegaskan bahwa hukum Islam baru dapat 
berlaku bila dikehendaki atau diterima oleh hukum adat.37 
Menimbang bahwa antara posita dan petitum 
menunjukan ketidaksesuaian. Pemohon dalm petitumnya 
meminta pencabutan dalam pasal 49 ayat (1) UU 
Peradilan Agama tentang kompetensi absolut Peradilan 
Agama, sedangkan di dalam positanya meminta 
penambahan wewenang agar cakup dan lingkup 
kompetensinya diperluas mencakup hukum Islam yang 
lain termasuk hukum pidana (jinayah). Terhadap 
                                                        
35 A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, Formalisasi Syari’at 
Islam dalam Presfektif Tata Hukum Indonesia, (Bogor:  April 2006), h. 
73. 
36 Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik 
Islam: Dari Klasik Hingga Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Prenada 
Media Group, 2010), h. 252.  
37 Imam Syaukani, Rekonstruksi Epistimologi Hukum Islam 
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permohonan yang demikian, Mahkamah berpendapat 
bahwa Mahkamah tidak berwenang menambah 
kompetensi absolut Peradilan Agama sebagaimana 
ditentukan di dalam Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama 
 
G. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
19/PUU-VI/2008 
Terkait permohonan ini, pemohon mendalilkan 
bahwa Pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama telah 
bertentangan dengan Pasal 28e ayat (1), Pasal 28i ayat (1) 
dan ayat (2) serta Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UU NKRI 
1945. Undang-undang Peradilan Agama dibuat pembentuk 
undang-undang berdasarkan kewenangan konstitusional 
yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) dan 
Pasal 24A ayat (5) UU NKRI 1945.38 
Bahwa ketentuan pasal 49 ayat (1) UU Peradilan 
Agama sama sekali tidak mengurangi hak dan kebebasan 
Pemohon untuk memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya sebagaimana di jamin dalam pasal yang telah 
disebutkan. 
 
H. Analisis Fikih Siyasah Terhadap Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 
Atas landasan paradigma simbiotik ini juga, 
Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan pasal 
49 ayat (1) UU Peradilan Agama ini tidak akan 
mengurangi hak dan kebebasan pemohon untuk memeluk 
                                                        
38 Pasal 24 ayat (2) berbunyi,”Kekuasaan kehakiman dilakukan 
oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan Peradilan 
Agama, lingkungan Peradillan Militer, linbgkungan Peradilan Tata 
Usaha Negara , dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi “. Pasal 24A 
ayat (5) berbunyi , “susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum 
acara Mahkamah Agung serta badan peradilan dibawahnya diatur 
dengan undang-undang”. 
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agama dan beribadat menurut agamanya sebagaimana 
yang dijamin dalam undang-undang.39 
Jaenal Aripin menguraikan bahwa salah satu yang 
menjadi kelemahan Peradilan Agama adalah masih belum 
memungkinkan hukum pidana Islam untuk diterapkan di 
seluruh Peradilan Agama di Indonesia.40 
Di samping itu, kurangnya kesadaran dan kemauan 
umat Muslim akan memberlakukan hukum pidana Islam. 
Adanya penegakan terhadap moral dan kesusilaan, tetapi 
disisi lain ada yang menganggap cukup diwakili dengan 
KUHP, tidak perlu lagi dibuatkan dalam peraturan daerah 
yang bernuansa syariat Islam.41 
Dari hasil yang telah diteliti tersebut, bahwa 
pemahaman masyarakat terhadap hukum pidana Islam 
banyak menitikberatkan aspek jawa >bir (penebus) dalam 
artian mereka banyak terpaku pada apa yang dikatakan 
nash, sehingga begitu menyebut sanksi berdasarkan 
hukum pidana Islam terkesan kejam dan tidak 
berkeperimanusiaan bila dilihat dari sisi pelaku. Padahal 
Islam sangat memperhatikan perlindungan tiap individu. 
Allah tidaklah membuat perundang-undangan atau syariat 
dengan main-main dan tidak pula menciptakan dengan 
sembarangan. Namun Allah menyariatkan perundang-
undangan Islam untuk kemaslahatan dunia dan akhirat.42 
Sedangkan hingga saat ini, yang menjadi produk 
hukum pidana nasional adalah KUHP yang tidak 
mengakomodir syari’at Islam. Posisi hukum pidana Islam 
pasca kemerdekaan jelas sekali tidak pernah diberlakukan 
di Indonesia. Meskipun secara nasional, hukum pidana 
                                                        
39 Lihat Pasal 28E, Pasal 25 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan (2), 
Pasal 29 ayat (2) UUD NKRI 1945. 
40 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi 
Hukum di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 512. 
41 Admin, “Preadilan Agama”, dalam http://www.eramuslim.com, 
diakses 03/12/2014. 
42 Ahmad al-Mursi dan Husain Jauhar, Maqoshid Syari’ah, 
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Islam tidak diberlakukan di Indonesia, namun hukum 
pidana Islam diberlakukan di Aceh.43 
 
I. Penutup 
Setelah menguraikan keseluruhan bab pada skripsi 
ini dan menganalisa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
19/PUU-VI/2008, ada beberapa hal yang perlu 
disimpulkan dari hal tersebut. 
Putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat 
memenuhi apa yang menjadi kehendak si pemohon karena 
Undang-Undang Peradilan Agama tidaklah bertentangan 
dengan undang-undang, selain itu Mahkamah Konstitusi 
bertindak sebagai negatif legislator, bukan positif 
legislator yang bisa menambah rumusan hukum pidana 
Islam ke dalam Undang-Undang Peradilan Agama. Bahwa 
ketentuan pasal 49 ayat (1) UU Peradilan Agama sama 
sekali tidak mengurangi hak dan kebebasan Pemohon 
untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. 
Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-
Undang Peradilan Agama sebenarnya adalah sebuah 
putusan politik terhadap kasus atau fenomena hukum. 
Dan semua itu juga harus didorong oleh kesadaran dan 
keinginan masyarakat Indonesia akan pentingnya 
pemberlakuan aspek-aspek hukum pidana Islam kedalam 
sistem hukum nasional. 
Berdasarkan kajian fiqh siyasah Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-VI/2008 Bahwa 
ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-undang Peradilan 
Agama sama sekali tidak mengurangi hak dan kebebasan 
pemohon untuk memeluk agama dan beribadat menurut 
agamanya. Bahwa syariat Islam bukan hanya simbolisme 
ajaran moral yang dilaksanakan secara ritual saja tetapi 
merupakan ajaran yang mesti diaplikasikan dalam 
kehidupan manusia. 
                                                        
43 Al Yasa Abu Bakar, Bunga Rampai Pelaksanaan Syari’at Islam, 
(Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam Provinsi NAD, 2005), h. 60. 
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Oleh Karena itu bila syariat Islam tidak dapat di 
laksanakan secara kolektif melalui formalisasi atau 
otoritas negara maka ia harus dilaksanakan secara 
individual sebagai tuntutan akidah. Pelaksanaan syariat 
Islam secara individual memang hanya bisa pada tataran 
normatif. Sedangkan penegakan hukum Islam yang 
berhubungan dengan hukum publik memang tetap mesti 
ada campur tangan negara. Jika kewenangan sebelumnya 
yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 1989, pengadilan 
agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara 
perdata tertentu. 
Pada masa Reformasi terdapat perubahan 
signifikan yaitu perluasan kewenangannya. Perluasan 
kewenangan ini tentu hasil dari proses-proses politik 
sehingga dikatakan sebagai “hukum adalah produk 
politik”, dari kehendak politik yang saling bersaingan baik 
meliputi kompromi politik melalui dominasi oleh 
kekuatan politik yang terbesar. Di samping itu, kurangnya 
kesadaran dan kemauan umat Muslim akan 
memberlakukan hukum pidana Islam. Adanya penegakan 
terhadap moral dan kesusilaan, tetapi disisi lain ada yang 
menganggap cukup diwakili dengan KUHP, tidak perlu lagi 
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